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Abstract: Philosophical discussion seems to take place in an impersonal space, and legal
philosophy is a subfield of philosophy. Legal philosophy has a crucial role in how
Indonesian legislation is created. Considering the idea in Islam that just judgements or
punishments, aside from being directly tied to people, are also related to the Creator
(Allah SWT), law also applies in the hereafter. Therefore, in addition to adhering to the
direct rules (or heavenly laws in the case of Islam) of God's revelation in the form of holy
books, mankind must constantly seek out formulas of truth that are dispersed across
society, namely a law that will drive society's direction and a law that will govern
individual behavior. More research must be done on the legal theory. This page seeks to
explain what legal philosophy is, why it's beneficial to study it, and how Islamic legal
philosophy differs from other legal systems.
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Pendahuluan

Jika kita berbicara filsafat, kita seakan berada pada ranah yang sangat abstrak, dan
filsafat hukum merupakan cabang dari filsafat, filsafat hukum mempunyai fungsi yang
strategis dalam pembentukan hukum di Indonesia. Sekedar menyinggung konsep dalam
Islam, bahwa Islam menilai hukum tidak hanya berlaku di dunia saja, akan tetapi juga di

akhirat, karena putusan kebenaran, atau ketetapan sangsi, disamping berhubungan dengan
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manusia secara langsung, juga berhubungan dengan Allah SWT, maka manusia
disamping ia mengadopsi hukum-hukum yang langsung (baca ; samawi dalam Islam)
wahyu Tuhan yang berbentuk kitab suci, manusia dituntut untuk selalu mencari formula
kebenaran yang berserakan dalam kehidupan masyarakat, yaitu suatu hukum yang akan
mengatur perjalanan masyarakat, dan hukum tersebut haruslah digali tentang filsafat
hukum secara lebih komprehensif yang akan mewujudkan keadilan yang nyata bagi
seluruh golongan, suku, ras, agama yang ada di Indonesia (Kttsoff, 1987). Berdasarkan
uraian latar belakang masalah tersebut diatas, dapat dirumuskan ke dalam permasalahan,
yaitu: Apakah sebenarnya hakikat filsafat hukum?; Apa manfaat mempelajari filsafat
hukum?; dan Apa perbedaaan filsafat hukum islam dengan filsafat hukum lainnya?.

Hasil dan Pembahasan
1. Definisi Filsafat

Manusia memiliki sifat ingin tahu terhadap segala sesuatu, sesuatu yang diketahui
manusia tersebut disebut pengetahuan.Pengetahuan dibedakan menjadi 4 (empat) ,yaitu
pengetahuan indera, pengetahuan ilmiah, pengetahuan filsafat, pengetahuan
agama.Istilah “pengetahuan™ (knowledge) tidak sama dengan “ilmu pengetahuan”
(science).Pengetahuan seorang manusia dapat berasal dari pengalamannya atau dapat
juga berasal dari orang lain sedangkan ilmu adalah pengetahuan yang memiliki obyek,
metode, dan sistematika tertentu serta ilmu juga bersifat universal2. (Huijbers, 1993).

Adanya perkembangan ilmu yang banyak dan maju tidak berarti semua
pertanyaan dapat dijawab oleh sebab itu pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat dijawab
tersebut menjadi porsi pekerjaan filsafat.Harry Hamersma (1990:13) menyatakan filsafat
itu datang sebelum dan sesudah ilmu mengenai pertanyaan-pertanyaan tersebut Harry
Hamersma (1990:9) menyatakan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh ilmu (yang
khusus) itu mungkin juga tidak akan pernah terjawab oleh filsafat.Pernyataan itu
mendapat dukungan dari Magnis-Suseno (1992:20) menegaskan jawaban—jawaban
filsafat itu memang tidak pernah abadi.Kerena itu filsafat tidak pernah sampai pada akhir
sebuah masalah hal ini disebabkan masalah-masalah filsafat adalah masalah manusia
sebagai manusia, dan karena manusia di satu pihak tetap manusia, tetapi di lain pihak
berkembang dan berubah, masalah-masalah baru filsafat adalah masalah—masalah lama

manusioa (Magnis-Suseno,1992: 20).
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Filasafat tidak menyelidiki salah satu segi dari kenyataan saja, melainkan apa—apa
yang menarik perhatian manusia angapan ini diperkuat bahwa sejak abad ke 20 filsafat
masih sibuk dengan masalah-masalah yang sama seperti yang sudah dipersoalkan 2.500
tahun yang lalu yang justru membuktikan bahwa filsafat tetap setia pada “metodenya
sendiri”.Perbedaan filsafat dengan ilmu-ilmu yang lain adalah ilmu pengetahuan adalah
pengetahuan yang metodis, sistematis, dan koheren tentang suatu bidang tertentu dari
kenyataan, sedangkan filsafat adalah pengetahuan yang metodis, sistematis, dan koheren
tentang seluruh kenyataan..Kesimpulan dari perbedaan tersebut adalah filsafat tersebut
adalah ilmu tanpa batas karena memiliki syarat-syarat sesuai dengan ilmu.Filsafat juga
bisa dipandang sebagai pandangan hidup manusia sehingga ada filsafat sebagai
pandangan hidup atau disebut dengan istilan way of life, Weltanschauung,
Wereldbeschouwing, Wereld-en levenbeschouwingyaitu sebagai petunjuk arah kegiatan
(aktivitas) manusia dalam segala bidang kehidupanyadan filsafat juga sebagai ilmu
dengan definisi seperti yang dijelaskan diatas.

Syarat-syarat filsafat sebagai ilmu adalah pengetahuan yang metodis, sistematis,
dan koheren tentang seluruh kenyataan yang menyeluruh dan universal, dan sebagai
petunjuk arah kegiatan manusia dalam seluruh bidang kehidupannya.Penelahaan secara
mendalam pada filsafat akan membuat filsafat memiliki tiga sifat yang pokok, yaitu
menyeluruh, mendasar, dan spekulatif itu semua berarti bahwa filsafat melihat segala
sesuatu persoalan dianalisis secara mendasar sampai keakar-akarnya.Ciri lain yang
penting untuk ditambahkan adalah sifat refleksif krisis dari filsafat.3 (Kencana, 2004).
Terdapat kecenderungan bahwa bidang-bidang filsafat itu semakin bertambah, sekaipun
bidang- bidang telaah yang dimaksud belum memiliki kerangka analisis yang lengkap,
sehingga belum dalam disebut sebagai cabang.Dalam demikian bidang-bidang demikian
lebih tepat disebut sebagai masalah-masalah filsafat.Dari pembagian cabang filsafat dapat
dilihat dari pembagian yang dilakukan oleh Kattsoff yang membagi menjadi 13 cabang
filsafat.

Seperti kita ketahui bahwa hukum berkaitan erat dengan norma-norma untuk
mengatur perilaku manusia.Maka dapat disimpulkan bahwa filsafat hukum adalah sub
dari cabang filsafat manusia, yang disebut etika atau filsafat tingkah laku. Karena filsafat
hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis.Maka obyek filsafat hukum
adalah hukum.Definisi tentang hukum itu sendiri itu amat luas oleh Purnadi Purbacaraka
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dan Soerjono Soekanto (1986:2-4) keluasan arti hukum tersebut disebutkan dengan
meyebutkan sembilan arti hukum.Dengan demikian jika kita ingin mendefinisikan hukum
secara memuaskan, kita harus dapat merumuskan suatu kalimat yang meliputi paling
tidak sembilan arti hukum itu.Hukum itu juga dipandang sebagai norma yang
mengandung nilai-nilai tertentu.Jika kita batasi hukum dalam pengertian sebagai
normaNorma adalah pedoman manusia dalam bertingkah laku.Norma hukum diperlukan
untuk melengkapi norma lain yang sudah ada sebab perlindungan yang diberikan norma
hukum dikatakan lebih memuaskan dibandingkan dengan norma-norma yang lain karena

pelaksanaan norma hukum tersebut dapat dipaksakan.

2. Manfaat Mempelajari Filsafat

Dari tiga sifat yang membedakannya dengan ilmu-ilmu lain manfaat filsafat
hukum dapat dilihat.Filsafat memiliki karakteristik menyeluruh/Holistik dengan cara itu
setiap orang dianggap untuk menghargai pemikiran, pendapat, dan pendirian orang lain.
Disamping itu juga memacu untuk berpikir kritis dan radikal atas sikap atau pendapat
orang lain. Sehingga siketahui bahwa manfaat mempelajari filsafat hukum adalah kreatif,
menetapkan nilai, menetapkan tujuan, menentukan arah, dan menuntun pada jalan baru.
Disiplin hukum, oleh Purbacaraka, Soekanto, dan Chidir Ali, di artikan sebagai teori
hukum namun dalam artian luas, yang mencakup politik hukum, filsafat hukum, dan teori
hukum dalam arti sempit atau ilmu hukum (Pound, 1996).

Dari pembidangan tersebut, filsafat hukum tidak dimasukkan sebagai cabang ilmu
hukum, tetapi sebagai bagian dari teori hukum (legal theory) atau disiplin hukum. Teori
hukum dengan demikian tidak sama dengan filsafat hukum karena yang satu mencakupi
yang lainnya. Satjipto Raharjo (1986: 224-225) menyatakan, teori hukum boleh disebut
sebagai kelanjutan dari usaha mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan
yang demikian itulah kita mengkonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas. Teori
hukum memang berbicara tentang banyak hal, yang dapat masuk ke dalam lapangan
politik hukum, filsafat hukum, atau kombinasi dari ketigabidang tersebut. Karena itu,
teori hukum dapat saja membicarakan sesuatu yang bersifat universal, dan tidak menutup
kemungkinan membicarakan mengenai hal-hal yang sangat khas menurut tempat dan

waktu tertentu.
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3. Perbedaan Filsafat Hukum Islam dengan Filsafat Hukum Lain

Adapun perbedaan pendekatan filsafat dalam Hukum Islam dengan filsafat hukum
pada umumnya terletak pada perbedaan substansi hukum itu sendiri. Hukum Islam
merupakan hukum wahyu, sedangkan hukum pada umumnya adalah hasil pemikiran
manusia semata.

Hukum Islam merupakan hukum yang berangkat, berjalan dan berakhir pada
tujuan wahyu. la ada dan memiliki kekuatan berdasarkan wahyu. la memberikan perintah
dan larangan berdasarkan wahyu. Dengan demikian, apa yang dianggap benar adalah apa
yang dianggap benar oleh wahyu. Apa yang dianggap keliru, adalah apa yang disalahkan
oleh wahyu. Adapun akal adalah sarana pendukung untuk memahami atau memikirkan
operasional hukum.

Ketika hukum Islam menyatakan bahwa babi adalah haram, alasannya adalah
karena al-Qur’an sebagai himpunan wahyu melarangnya. Demikian pula ketika Islam
menyatakan bahwa perzinahan itu haram, alasannya karena al-Qur’an melarangnya. Babi
dan perzinahan adalah haram kapanpun, di manapun, dan oleh siapapun menurut hukum
Islam, meskipun secara akal babi dan perzinahan sebenarnya bisa mendatangkan
keuntungan yang banyak bagi manusia. Sedangkan hukum pada umumnya (hukum non-
Islam) adalah hasil pemikiran manusia semata. Karena ia merupakan hasil manusia,
sementara hasil pemikiran manusia bisa terpengaruh oleh zaman dan makan, maka hukum
tersebut juga bisa berbeda-beda bagi manusia yang hidup di daerah dan waktu yang
berbeda.

Ketika dahulu hubungan sesama jenis (homoseksual) dianggap sesuatu yang salah
dan melanggar batas kewajaran, maka perbuatan itu dilarang (diharamkan) dan pelakunya
memperoleh hukuman. Namun ketika sekarang perbuatan itu dianggap sesuatu yang
wajar —karena sudah banyak orang melakukannya secara terang-terangan bahkan menjadi
kebanggaan dan bisa dibenarkan, maka ia tidak lagi dilarang. Justru sebaliknya, orang
yang menentang perbuatan itu dianggap telah melanggar hak asasi orang lain yang ingin
atau gemar melakukannya. Yang amat menarik entah karena benar-benar hasil pemikiran
murni atau iming-iming duniawi sekarang ada sebagian orang Islam yang
mengatasnamakan kebebasan berpikir, memberanikan diri secara bersama-sama untuk
menghalalkan perilaku homoseksual. Anehnya, mereka mendukung perilaku tersebut
dengan mencoba mengotak-atik wahyu dengan logika mereka. Dengan demikian, mereka

P-ISSN : 2088-6365 | E-ISSN : 2477 - 5576

Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam



140

Vol 11. No. 02 Desember 2020
Zainal Aris Masruchi

bukan lagi menggunakan akal sebagai sarana untuk memahami wahyu. Mereka
menggunakan akal untuk “mengakali” wahyu. Namun untuk hal ini penulis mencukupkan
diri sampai di sini. Karena sebenarnya orang-orang seperti itu bukanlah para ahli hukum
Islam yang sebenarnya. Tidak lain mereka adalah para pemulung besi tua yang hendak
membuat pesawat tempur anti radar (semacam B-12) atau yang semisalnya. Tentu saja
usaha mereka hanya akan menjadi bahan tertawaan orang lain, apalagi para pakar di
bidangnya. (Rasjidi, 1990).

Filsafat Hukum Islam menjelaskan antara lain tentang rahasia-rahasia, makna,
hikmah serta nilai-nilai yang terkandung dalam ilmu figh. Sehingga kita melaksanakan
ketentuan-ketentuan Islam disertai dengan pengertian dan kesadaran yang tinggi. Dengan
kesadaran hukum masyarakat ini akan tercapai ketaatan dan disiplin yang tinggi dalam
melaksanakan hukum. Seorang yang mempelajari ilmu Figh bersamaan dengan
mempelajari Filsafat Hukum Islam, akan semakin memahami di mana letak ketinggian
dan keindahan ajaran Islam, sehingga menimbulkan rasa cinta yang mendalam kepada
Sumber Tertinggi Hukum yaitu Allah SWT., kepada sesama manusia, kepada alam, dan
kepada lingkungan di mana ia hidup.

Dengan demikian, tujuan mempelajari Filsafat Hukum Islam dapat dirinci sebagai
berikut: Semakin memantapkan keyakinan umat Islam akan keagungan Hukum- Islam
dibandingkan dengan hukum-hukum yang lain (hukum produk manusia). Dimana hukum
Islam bisa dibuktikan bukan hanya lebih benar dan unggul, namun juga lebih terhormat
dan beradab dibandingkan dengan hukum-hukum yang lain. Keyakinan yang mantap itu
menumbuhkan rasa taat hukum yang hampir- tanpa “paksaan”. Umat Islam mentaati
hukum bukan karena terpaksa, namun karena rasa cinta, karena ia berasal dari Tuhan
Maha Adil dan Welas Asih. la taat kepada hukum karena keyakinan bahwa hukum dibuat

sebagai perwujudan cinta Tuhan kepada makhluk-Nya..

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas tentang manajemen SDM di Lembaga Pendidikan,
maka dapat diambil kesimpulan bahwa. Manajemen SDM di Lembaga Pendidikan yaitu,
(a) Perencaan SDM (b) Seleksi (c) Pelatihan dan pengembangan (d) Evaluasi/penilaian
kinerja (e) Kompensasi (f) Pemutusan hubugan kerja.
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